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PUTUSAN
Nomor 1192/Pdt.G/2020/PA.Smd

@&zj\m .y
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus
perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan
Honorer Dinas Pemadam Kebakaran, tempat tinggal di Kota
Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan
Honorer Dinas Pemadam Kebakaran, tempat tinggal di Kota
Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di

persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2020
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor
1192/Pdt.G/2020/PA.Smd, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat
yang isi pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah
pada tanggal 25 September 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda
sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1128/109/1X/2011
tanggal 26 September 2011;
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2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kota Samarinda selama 2
tahun dan terakhir pindah ke rumah dinas pemadam kebakaran di Kota
Samarinda;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah dikaruniai 2 anak bernama: a. Anak 1, lahir di Samarinda tanggal
18 Mei 2012 b. Anak 2, lahir di Samarinda tanggal 15 Juli 2017 dan
anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4, Bahwa sejak bulan Maret tahun 2018 rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan
Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut
dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan
nafkah kepada Penggugat, Tergugat berpikiran seolah-olah Penggugat
memiliki pekerjaan dan penghasilan, sehingga Tergugat tidak memberikan
nafkah untuk Penggugat, apabila Tergugat memberikan nafkah untuk
Penggugat, Tergugat selalu memberi dalam keadaan seperti tidak ikhlas
dan selalu mengungkitnya, hal tersebutlah yang akhirnya sering membuat
Penggugat Tergugat bertengkar, dan apabila Tergugat marah, Tergugat
selalu mengeluarkan kata-kata kasar, meludahi Penggugat serta melakukan
kekerasan rumah tangga kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati
Tergugat, namun Tergugat tidak ada itikad baik untuk berubabh;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2019, yang
akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah kediaman dan sejak
saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi
sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sabh;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat

menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan
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bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke

Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan
sebagai berikut:

PRIMER
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Tergugat terhadap
Penggugat, Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya
perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Samarinda telah
memanggil Tergugat pada tanggal 23 Juli 2020 dan tanggal 23 Juli 2020 untuk
hadir di persidangan;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka
proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama
persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar
rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap
ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat
tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat
didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
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mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
1. Bu
kti Surat
Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1128/109/1X/2011, atas nama
Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan
Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, tanggal 26
September 2011. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah
dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan
diberi kode (P);
Il. Bukti Saksi
1. Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan ibu
rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kota Samarinda, telah
memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sebagai sepupu dan tergugat
sebagai suami penggugat;

- Bahwa pengugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di
rumah orang tua tergugat dan terakhir tinggal di rumahh dinas kebakaran
di Kota Samarinda;

- Bahwa dari pernikahan pengugat dan tergugat telah dikaruniai anak
2 orang;

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya baik
dan rukun,numun sejak bulan Maret 2018 rumah tangga mereka sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tergugat
yang memilki sifat kasar dan pernah meludahi penggugat;

- Bahwa terguat juga tidak memberikan nafkah yang cukup kepada
penggugat dan kalaupun memberi selalu diungkit-ungkit lagi;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri terjadi perselisihan dan
pertengkaran penggugat dengan tergugat;
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- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah
sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang;

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada
komunikasi lagi dan sudah tidak saling peduli lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya menasehati penggugat dan

tergugat namun penggugat tetap mau bercerai;

2, Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kota Samarinda,
di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sebagai teman dan tergugat
sebagai suami penggugat;

- Bahwa pengugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di
rumah orang tua tergugat dan terakhir tinggal di rumahh dinas kebakaran
di, Kota Samarinda;

- Bahwa dari pernikahan pengugat dan tergugat telah dikaruniai anak
2 orang ;

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya baik
dan rukun,numun sejak bulan Maret 2018 rumah tangga mereka sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tergugat
yang memilki sifat kasar dan mempermalukan penggugat dideman anak-
anak;

- Bahwa terguat juga tidak memberikan nafkah yang cukup kepada
penggugat dan kalaupun memberi selalu diungkit-ungkit lagi;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri terjadi perselisihan dan
pertengkaran penggugat dengan tergugat;

- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah

sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang;
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- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada
komunikasi lagi dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya menasehati penggugat dan

tergugat namun penggugat tetap mau bercerai;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi
dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir
di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan
yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam
surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan
Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang
perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis
Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa
perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang
tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama
Samarinda telah memanggil Tergugat pada tanggal 23 Juli 2020 dan tanggal 6
Agustus 2020, terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa panggilan
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tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran
Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah
menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat yang telah dipanggil
secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan
gugatan Penggugat dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenai
perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat
tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di
persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara
menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali
dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat
sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatannya cerai kepada
tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak
bulan Maret 2018 mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam
memberikan nafkah kepada penggugat,meskipun memberi namun selalu
mengungkit seperti tidak ada keikhlasan, sehingga sejak bulan Agustus 2019
antara penggugat dengan tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah

lagi melakukan hubungan suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah
mengajukan bukti tertulis (bukti P1 san P-2) dan menghadirkan dua orang
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saksi, Saksi 1 dan Saksi 2, memberikan keterangan di bawah sumpah dan

keterangannya menguatkan dali-dalil penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim
telah menemukan faktanya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 25 September 2011 dan telah dikaruniai anak 2 orang;

- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama terakhir di rumah dinas

kebakaran di JI.KH.Wahid Hasyim | Gang Damkar,Kota Samarinda

- Bahwa benar terbukti sejak bulan Maret 2018 kehidupan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran,
penyebabnya tergugat yang sering berlaku kasar dan menyakiti penggugat
dan juga tidak membeikan nafkah secara ikhlas kepada penggugat,dan
meskipun tergugat ada membari namun pemberian tersebut selalu diungkit-

ungkit lagi;

- Bahwa penggugat sudah bersabar dan menasehati penggugat,namun tidak

ada I'tikad baik dari tergugat untuk berubabh;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi pada bulan Agustus 2019 dimana antara penggugat dengan tergugat
terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi kumpul dan melakukan
hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;

- Bahwa selama pisah ranjang tidak ada usaha damai dari tergugat kepada
penggugat;

Bahwa selama pisah ranjang antara penggugat dengan tergugat sudah tidak

ada komunikasi lagi;

Bahwa perselisihan mereka sudah sedemikian rupa keadaannya sehingga
keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi. saksi sebagai orang dekat
Penggugat,tidak mempunyai keinginan lagi berusaha merukunkan
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Penggugat dengan Tergugat dan sudah menyerahkan pada keputusan

Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka
pengadilan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi
antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan
terus-menerus, setidaknya sejak bulan Agustus 2019 yang lalu sampai
sekarang penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan keduanya tidak ada
harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas juga, maka
alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti
kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi
alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: “antara suami dan isteri
terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;.

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan,
dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang
bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana
tersebut di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi
kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan
di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang
demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah
pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan
terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative

terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun saksi telah berupaya untuk
merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi nasehat kepada
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Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah

tidak mau lagi kumpul dengan Tergugat;

Menimbang, sehubungan dengan ke angganan Penggugat untuk rukun
kembali dengan Tergugat, hal ini merupakan sebuah bentuk kebencian
Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 70 UU No. 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : “Pengadilan setelah
berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan
telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan

tersebut dikabulkan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan
dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

Fugaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz Il hal 507 yang
berbunyi :

ade sl lg=g ] arzgll ars, pac 2inul 5]
aall uolall
Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim

dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 248 :

el olSs 2ol licl of a3l dinn iolall o) bolges cus 1]
lagin DYl e (o lall j=e g lglio a8 inall plgs azo Ylaslos

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari
pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang

menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara
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keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka

Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in.

dalil-dalil figih tersebut oleh majelis hakim diambil alih menjadi dasar

pertimbangannya dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana
telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan
hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu

bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU
No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun
2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan
peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap dipersidangan,tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
(Penggugat);

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp371.000. (tiga
ratus tjuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu,tanggal 12
Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriyah
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oleh kami Drs. H. Ibrohim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, S.H.
dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.l.,, masing-masing sebagai Hakim
Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota
dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Hakim Anggota I, Hakim Anggota Il,

H. Muhammad Rahmadi,S.H., M.H.I.,
Drs. Rusliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag.

Rincian biaya perkara:
1. Pendaftaran :Rp 30.000,-

2. Proses :Rp 50.000,-
3. Panggilan :Rp 170.000,-
4. Redaksi :Rp 10.000,-
5. PNBP :Rp 20.000,-
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1. Materai :Rp 6.000.-
Jumlah :Rp 371.000,-
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